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■ENERGI ■TAMBANG

JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) kembali mencabut 
sanksi larangan ekspor batu-
bara terhadap satu perusaha-
an. Jadi, pemerintah telah 
mencabut sanksi larangan 
ekspor terhadap empat per-
usahaan dari total 34 perusa-
haan. Kini ada 30 perusahaan 
yang masih terkena sanksi la-
rangan ekspor batubara.

Empat perusahaan yang su-
dah boleh mengekspor batu-
bara lagi adalah PT Arutmin 
Indonesia, PT Borneo Indo-
bara dan PT Bara Tabang, PT 
Mitra Maju Suskes. "[Data 
terbaru] Sudah dibuka blokir 
ekspornya yaitu PT Mitra 
Maju Sukses," ungkap Kepala 
Pokja Informasi Kementerian 

ESDM, Sony Heru Prasetyo 
kepada KONTAN, kemarin.

Kementerian ESDM menja-
tuhkan sanksi tegas kepada 
34 perusahaan  yang dianggap 
tidak memenuhi kewajiban 
pasokan batubara kepada 
Grup PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) periode 1 Ja-
nuari hingga 31 Juli 2021. 

Melalui Keputusan Menteri 
ESDM No 139.K/HK.02/MEM.
B/2021, pemerintah ingin me-
mastikan ketersedian paso-
kan batubara untuk PLN. 
"Saat ini dendanya jauh lebih 
tinggi," ungkap Menteri ESDM, 
Arifi n Tasrif.

Untuk mengantisipasi krisis 
pasokan batubara, Menteri 
Arifi n meminta PLN memper-
baiki tata kelola kontrak pa-

sokan batubara. Pasalnya, 
PLN sejauh ini masih berkon-
trak dengan trader dan tidak 
langsung ke perusahaan batu-
bara. "Kami minta PLN mem-
beli batubara kepada perusa-
haan yang punya izin peng-
usahaan penambangan," 
ungkap dia dalam rapat kerja 
bersama Komisi VII DPR RI, 
akhir pekan lalu.

Arifi n mengungkapkan, saat 
ini kontrak PLN sekitar 60% 
dilakukan dengan perusahaan 
penambang, sementara 40% 
berkontrak dengan trader. 
Perusahaan penambang tidak 
memiliki kewajiban dengan 
trader. Hal ini membuat per-
usahaan memilih untuk mela-
kukan ekspor batubara.

Ia meminta PLN melaksana-

kan kontrak jangka panjang 
karena selama ini PLN mela-
kukan kontrak jangka pendek 
serta selalu mengalami per-
ubahan. "Kami minta suatu 
bentuk kontrak jangka pan-
jang," imbuh Arifi n. 

PLN mengaku sudah menyi-
apkan perencanaan pemenuh-
an kebutuhan batubara setiap 
tahun dengan mengutamakan 
kontrak jangka panjang. "Se-
suai saran pemerintah, kon-
trak pembelian batubara di-
buat secara jangka panjang 
dengan dasar harga yang di-
evaluasi setiap tahun," terang 
Executive Vice President Ko-
munikasi Korporat dan CSR 
PT PLN, Agung Murdifi .

Filemon Agung, Azis Husaini

JAKARTA. PT Perusahaan 
Gas Negara Tbk (PGAS) me-
mulai proses arbitrase meng-
hadapi Hoegh LNG Partners 
di Badan Arbitrase Singapura 
(SIAC). Dikutip dari argus-
media .com,  PGAS ingin 
mengakhiri kontrak penyewa-
an FSRU Lampung yang dimi-
liki Hoegh LNG Partners, per-
usahaan yang sahamnya ter-
catat di Bursa New York.

"Kami hanya menjalankan 
upaya hukum yang berlaku," 
ungkap Direktur Utama PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk 
(PGAS), Muhammad Haryo 
Yunianto kepada KONTAN, 
Jumat (27/8).

Dia mengklaim ada ketidak-
adilan terhadap PGAS atas 
penyewaan kapal FSRU Lam-
pung milik Hoegh. "Masalah-
nya lebih kepada unfairness, 
semoga bisa diselesaikan ber-
sama," kata Haryo, tanpa me-
merinci masalah yang terjadi.

Meski telah mengajukan ar-
bitrase, Haryo memastikan  
saat ini FSRU Lampung masih 

beroperasi sebagai salah satu 
infrastruktur penyaluran gas 
bumi yang dikelola anak usa-
ha PGN. 

"Prospek FSRU Lampung 
dalam jangka menengah dan 
panjang akan memperhatikan 
peta kebutuhan gas di sisi pe-
langgan, khususnya wilayah 
Lampung dan Jawa bagian 
barat," kata Haryo.

Pengamat Ekonomi Energi 
Universitas Padjadjaran Ya-
yan Satyaki memaparkan da-
lam lingkup perencanaan se-
suai dengan PGN LNG’s Mas-
terplan of New Business 
Development 2018, FSRU 
Lampung diupayakan untuk 
meningkatkan ketahanan pa-
sokan energi untuk wilayah 
Barat yaitu Sumatra, Jawa 
dan Bali selain wilayah FSRU 
Makassar untuk Indonesia 
Tengah dan FSRU Gorontalo 
untuk Indonesia Timur.  

"Akan tetapi, sejak 2016 ke-
beradaan FSRU Lampung  
masih banyak menuai pole-
mik terkait double storage 
FSRU Lampung dengan FSRU 
Jakarta yang dianggap tidak 
optimal karena FSRU Jakarta 

dianggap masih cukup digu-
nakan oleh PGN untuk mela-
yani masyarakat," jelas dia.

Bahkan, lanjut Yayan, FSRU 
Lampung dianggap terlalu 
mahal dalam hal biaya sewa 
yakni senilai US$ 200.000 per 
hari dengan kontrak selama 
20 tahun. 

"Sebagai ilustrasi, dengan 
uang sewa US$ 200.000 per 
hari sejak tahun 2014, sedang-
kan produksinya hanya 2-11 
kargo, sangat disayangkan. 
Apalagi dengan kondisi pan-
demi seperti ini, perlu strategi 
bisnis yang baik dan profesio-
nal," kata Yayan.

Analis energi dari Institute 
for Energy Economics and 
Financial Analysis (IEEFA), 
Putra Adhiguna menjelaskan, 
PGAS perlu hati-hati untuk 
memastikan bahwa ekspansi 
bisnis LNG direncanakan de-
ngan baik dan tidak menam-
bah beban keuangan. "Utilitas 
FSRU Lampung sangat rendah 
atau di bawah 20% pada 2019," 
kata dia, akhir pekan lalu.

Manajemen Hoegh belum 
bisa dikonfi rmasi melalui su-
rat elektronik, kemarin.     ■

Sengketa PGAS 
dan Hoegh di 
FSRU Lampung
PGAS menyewa FSRU Lampung selama 20 tahun

Azis Husaini, 
Arfyana Citra Rahayu

KEWAJIBAN PASOKAN DALAM NEGERI■

Empat Perusahaan Sudah Bisa Ekspor Batubara  

Kejar Target Vaksinasi

KONTAN/Baihaki

Suasana vaksinasi untuk pekerja dan keluarga dengan menggunakan vaksin Corminaty produksi Pfi zer-Biontech 
di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Nambo, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/8). Pemerintah terus mendorong 
target pelaksanaan 2 juta vaksinasi per hari di bulan September untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hingga saat ini, 
vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 29% sasaran, sedangkan vaksinasi dosis kedua sebesar 16%. #satgascovid19, 
#ingatpesanibu, #pakaimasker, #jagajarak, #jagajarakhindarikerumunan, #cucitangan, #cucitanganpakaisabun.

Kami hanya menjalankan upaya 
hukum yang berlaku.
Muhammad Haryo Yunianto, Direktur 
Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Belanja Masyarakat

Merebaknya wabah Co-
vid-19 telah menye-
babkan perlambatan 

ekonomi di sejumlah negara. 
Hal ini diperburuk dengan 
mutasi virus tersebut yang 
menyebabkan varian Delta 
kembali menaikkan tingkat 
infeksi. 

Kondisi itu menyebabkan 
berbagai negara di dunia 
menahan aktivitas perekono-
mian yang mulai kembali 
dibuka sejak kuartal pertama 
tahun ini, tidak terkecuali 
pemerintah Indonesia. 

Namun sejak diberlaku-
kannya PPKM Darurat pada 
awal Juli 2021, pemerintah 
juga mempercepat distribusi 
vaksin dalam skala besar dan 
perbaikan di sektor kesehat-
an. Hal tersebut menunjuk-
kan keseriusan pemerintah 
dalam menangani pandemi, 
sekaligus membuahkan si-
nyal pemulihan belanja ma-
syarakat.

Menurut Mandiri Spending 
Index yang diolah Mandiri 
Institute, indeks menunjuk-
kan pemulihan pada minggu 
keenam PPKM Darurat (15 
Agustus 2021). Berdasarkan 
observasi sejak kuartal perta-
ma 2020, Mandiri Spending 
Index secara umum searah 
dengan data pengeluaran 
konsumsi rumah tangga na-
sional dari PDB Indonesia. 

Dengan demikian, indeks 
ini dapat menjadi referensi 
termutakhir (nowcasting) 
mengenai kondisi konsumsi 
rumah tangga nasional. 

Dari pantauan kami, in-
deks frekuensi belanja pada 
pertengahan Agustus mulai 
naik ke level 97,3, demikian 
pula halnya dengan indeks 
nilai belanja yang naik ke le-
vel 79,7. Selain itu, indeks 
belanja di Pulau Jawa me-
nunjukkan kenaikan drastis, 
seiring dengan relaksasi ke-
bijakan PPKM dan menurun-
nya kasus Covid-19. 

Walaupun tingkat pemuli-
han untuk area non-Jawa 
masih menunjukkan tren 
menurun, namun penuru-
nannya sedikit melambat 
saat ini. Tren pemulihan be-
lanja masyarakat juga berla-
ku pada seluruh level kelom-

pok penghasilan, terutama 
pada kelompok menengah 
yang kemampuan belanjanya 
masih cukup resilien selama 
PPKM Darurat diberlakukan 
sejak awal Juli. 

Pada kelompok ritel, kondi-
si rumah makan dan pusat 
perbelanjaan juga menunjuk-
kan perbaikan seiring dengan 
pelonggaran mobilitas ma-
syarakat. 

Selain itu, pada masa tran-
sisi dari PPKM Darurat me-
nuju PPKM Level 4, penuru-
nan angka kunjungan ke 
tempat belanja tidak sedalam 
jika dibandingkan periode 
awal pemberlakuan PPKM 
Darurat. Angka kunjungan 
dikumpulkan melalui data 
yang diperoleh dari 7.875 
tempat belanja. Melalui data 
Google Maps di bulan Agustus 
2021, angka kunjungan ke 
tempat perbelanjaan pada 
sembilan kota besar berada di 
tingkat 60% pada jam-jam 
sibuk. Sementara itu angka 
kunjungan di bulan sebelum-
nya mencapai 63%. 

Sekalipun terdapat relaksa-
si aturan dalam kunjungan 
ke tempat perbelanjaan, pe-
mulihannya masih terbatas 
walaupun tetap konsisten.  
Sementara itu angka kun-
jungan ke supermarket kem-
bali menunjukkan sedikit ke-
naikan yaitu mencapai 73%.

Pemulihan tersebut ke-
mungkinan besar dipengaru-
hi oleh pemenuhan kebutuhan 
esensial masyarakat dan be-
lanja sehari-hari.

Dari berbagai data terse-
but, sinyal pemulihan belanja 
di tengah penurunan kasus 

Covid-19 menunjukkan bah-
wa upaya menekan laju pe-
nularan Covid-19 dapat dila-
kukan bersamaan secara 
berkelanjutan, seiring upaya 
pemulihan kondisi ekonomi 
Indonesia. 

Jika tidak ada lagi tren 
maupun lonjakan kenaikan 
kasus maupun tingkat infek-
si yang signifi kan, maka pe-
longgaran aktivitas ekonomi 
dapat  terus dilakukan. De-
ngan demikian, maka belan-
ja masyarakat akan terus 
membaik sesuai dengan kon-
disi pemulihan ekonomi 
pada minggu-minggu ke de-
pan. 

Dengan asumsi kasus Co-
vid-19 semakin terkendali, 
Mandiri Institute memperki-
rakan bahwa indeks belanja 
masyarakat akan kembali ke 
level pra-pandemi dalam 6 – 
8 minggu sejak awal Agustus 
2021. 

Selain itu, penerapan kebi-
jakan pemerintah untuk me-
nunjukkan kartu tanda vak-
sinasi untuk mengunjungi 
tempat perbelanjaan, fasili-
tas umum maupun transpor-
tasi publik, adalah langkah 
yang sangat tepat untuk me-
lindungi masyarakat sekali-
gus mencegah merebaknya 
wabah maupun varian baru 
Covid-19. 

Namun demikian, peme-
rintah perlu terus menerap-
kan kebijakan yang lebih 
terukur untuk menjaga mo-
mentum keseimbangan anta-
ra mobilitas masyarakat 
yang terus meningkat saat 
ini dengan risiko kembali 
meningkatnya penyebaran 
kasus Covid-19. 

Pemerintah perlu melan-
jutkan seruan untuk vaksi-
nasi dan distribusi vaksin 
yang lebih baik, terutama 
untuk daerah luar Jawa. Se-
lain itu, pemerintah perlu 
memperbaiki fasilitas kese-
hatan masyarakat, juga ko-
munikasi pencegahan penu-
laran wabah dan pentingnya 
vaksinasi, serta penerapan 
protokol kesehatan yang kon-
sisten. 

Rasa aman dalam berkegi-
atan pada masyarakat akan 
meningkat seiring dengan 

naiknya jumlah penduduk 
yang sudah divaksinasi. Hal 
ini akan sangat membantu 
pemulihan ekonomi yang 
konsisten dan berkelanjutan 
ke depannya.   ■

  

Andjarsari Paramaditha,
Analis Kebijakan Publik 

Mandiri Institute

E-CONOMIC-CONOMIC DIGEST

WTON Raih Kontrak Rp 2,82 T
JAKARTA. Kinerja PT Wijaya 
Karya Beton Tbk (WTON) 
moncer. Hingga Juli 2021, 
anak usaha PT Wijaya Karya 
Tbk (WIKA) ini mencatatkan 
kontrak baru Rp 2,82 triliun.

"Perolehan kontrak baru ini 
berasal dari WIKA 9,44%, pe-
merintah 3,28%, BUMN 
17,65%, serta swasta 69,61%," 
ungkap Sekretaris Perusahan 
Wika Beton Yuherni Sisdwi 
kepada KONTAN, kemarin.

Beberapa proyek besar 
yang berkontribusi terhadap 
performa WTON ialah sektor 
infrastruktur sebesar 77,42%, 
disusul proyek properti sebe-
sar 14,35%. Sedangkan sisanya 
berasal dari sektor energi, 
tambang dan industri masing-

masing menyumbang 8,02%, 
0,18%, dan 0,03%. 

Proyek besar yang mendu-
kung kinerja WTON antara 
lain Kereta Cepat Jakarta-
Bandung, Jalan Tol Serpong-
Balaraja, Kawasan Industri 
Terbadu Batang, Pengaman 
Muara Sungai Bogowonto, 
Tanggul Pengaman Pantai 
NCICD, RDMP Balikpapan, 
Jembatan Tahang, Tol AP Pet-
tarani, Pembangunan Sarana 
& Prasarana Konstruksi La-
yang serta PLTU Sulut.

Dari sisi kinerja keuangan, 
hingga semester I-2021 WTON 
mencatatkan kenaikan net 
profi t margin dari 2,55% men-
jadi 5,88%. Secara nominal 
WTON meraih laba bersih Rp 

35,76 miliar atau naik 4,6% 
year-on-year (yoy).

Perolehan laba tersebut di-
topang omzet penjualan sebe-
sar Rp 1,26 triliun. "WIKA Be-
ton juga berhasil memperta-
hankan arus kas operasi tetap 
positif sebesar Rp 731,45 mili-
ar yang dapat menjadi indika-
tor likuiditas perseroan yang 
kuat," kata Yuherni.

Dalam hal omzet kontrak 
hingga Juni 2021, WTON men-
catat raihan Rp 2,51 triliun 
atau 174% (yoy). Dengan car-
ry over Rp 2,39 triliun, WTON 
memiliki kontrak yang diha-
dapi saat ini senilai Rp 4,90 
triliun.

Ridwan Nanda Mulyana

KINERJA WASKITA KARYA BETON■
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